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BUPATIMALUKU TENGAH

Mc;.nimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengingat :

Nomor 64  Tahun 2013 pasal 4 ayat (5) yang
mengisyaratkan bahwa kepala daerah menetapkan
peraturan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Maluku Tengah.

L. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nemor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Il Dalam

" Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran

Negara No:

Negara Tah Z 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran
1§45);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Atentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran- Negarz - Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
‘Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru,
Kabupaten Maluku Tenggara Jo Undang-Uﬁdang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 46 ~Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku
Tenggara (Lembaran Negera Tahun 2000 Nomor 174,
Tambahan Lembar Negara Nomor 3696);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulawan Aru di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 1535,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4355);

. Undang-'Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 440Q);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan , Daerah (Lembaran Negara . Tahun 2004
Nomor 126, ?han Lembaran Negara Nomor 4438};
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daesrah Tingkat I
Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor °20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan baran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
gan Negara Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nemor 58 Tahun 2005 tentang
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembal;an Negafa ‘ Nofﬁc;f
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor .25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor S, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20l1ltentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan h Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16
Tahun 20 ntang Pokok-Pokok Pengeldlaan Keuangan

Daerah .
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

KABUPATEN MALUKU TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan akuntansi ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah  selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola - Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna  an /pengguna  barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan ke daerah.
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Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa lapéran "

keuangan .

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. ’

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah Yang mengacu pada kerangka konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik akuntansi yang
telah dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah {(LKPD).

Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. )

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang
dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar
akuntansi, oleh penyelenggara akuntanst dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegidtangyan serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
;% uangan yang disajikan.
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BAB II
_ RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :

1. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih {SAL),
Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten
Maluicu Tengah.

3. Dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban serta penyajiannya dalam laporan keuangan .

4) Perlakuan akuntansi atas korcksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi dan peristiwa luar biasa

Pasal 3
Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diterapkan di
lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah dan satuan kerja perangkat
daerah yang menurut undang-undang wajib menyajikan laporan keuangan

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

dibangun atas erangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah yang 1 % cu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi

Pemerintahan
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Pasal 5

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
mengatur pcnyéjian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
; antar periode, maupun antar entitas akuntansi

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan
keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD
dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan
umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah dacrah sebagaimana dimaksudpada pasal 4
terdini dari :
1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku
Tengah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran [;
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan,
adalah sebagaimana tercantum dalam {ampiran HI;
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang'Kebijakan Akuntansi Investasi,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
6. Kebijakan Akuntansi Nomor S tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
7. Kebijjakan Akuntansi Nomor 6 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIi[;

9. Kebijakan Aku i Nomor 8 tentang Kebijakan Akuntansi Beban,
Belanja dan T adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
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10. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan,
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X;

11. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi Transitoris,
adalah sebagaimana tercanturn dalam lampiran XI;
Pasal 8

Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun secara
terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Lampiran I s.d Lampiran XI dari Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang
kebijakan akuntansi ini menjadi bagian yang tidak terpisakan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

l_\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku

Tengah.

Ditetapkan di Masohi

Diund diMasohi

KABUP: MALUKU TENGAH

r

UMARE! IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR ...
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